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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia merupakan bagian  mayoritas
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terbesar dalam kehidupan
masyarakat dunia. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam)
telah mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia (baik muslim
maupun non muslim). Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah
mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
khususnya di Indonesia.’ Salah satu aspek tersebut adalah aspek hukum, termasuk di
dalamnya terdapat pembahasan mengenai hukum wakaf.

Wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara
menahan pokoknya (tahbis al-ashli) dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada
masyarakat (tasbil altsamrah). Yang di maksud “menahan pokok” ialah menahan
barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak

seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan cara penggunaan atau

!Jamaluddin Mahasari, Pertanahan Dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2008),
Cet Ke-1, Im. 1-2.



pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat sesuai
dengan kehendak wakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.?
Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan, di samping berfungsi ‘ubudiyah
juga berfungsi sosial. Dan merupakan suatu pernyataan dari perasaan iman yang
mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf
adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablun min allah dan hablun
min an-nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi
kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk
amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir dan akan dilipat gandakan selama
harta wakaf itu dimanfaatkan. ® Sejalan dengan hal itu Allah telah berfirman dalam

surat Al-Bagarah ayat 261:
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Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui”.*
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2 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Kementerian Agama RI,
2010), Cet-1, him. 2.

® Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet Ke-3, Im.
4009.

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur“an Dan Terjemahnya, Juz 3, (Jakarta:
Pelita I1, 1974), Im. 65.



Wakaf disyariatkan oleh Allah Swt melalui Rasul-Nya, berdasarkan pada
hadist Ibn ‘Umar Riwayat al-Bukhari :
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Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita
kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada
kami Ibnu 'Aun berkata Nafi" memberitakan kepadaku dari lbnu 'Umar
radliallahu ‘anhuma bahwa ‘Umar bin Al Khaththab radliallahu ‘anhu
mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan
tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di
Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai
selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka
Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu
kamu dapat bershadagah dengan (hasil buah) nya"”. Ibnu "‘Umar radliallahu
‘anhu berkata: "Maka 'Umar menshadagahkannya dimana tidak dijualnya,
tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadagahkannya
untuk para fagir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu
sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang
mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan

> Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
Cet 1, him. 388



untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi
berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia
berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak
yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya".(HR. Bukhari No. 2532)

Dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 bahwa wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran
Islam. ®

Sejalan dengan dinamika kehidupan UU Nomor 41 Tahun 2004 mengatur
obyek wakaf dengan ketentuan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan
ketentuan yang ada sebelumnya. Adapun obyek wakaf dalam UU ini diungkapkan
dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Harta benda wakaf adalah harta benda yang
memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai
ekonomi menurut syari“ah yang diwakafkan oleh wakif’. Obyek wakaf dalam UU
Nomor 41

Tahun 2004 Pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat
diwakafkan apabila dikuasai oleh wakif secara sah.” Akan tetapi dalam prakteknya
banyak permasalahan wakaf yang muncul di masyarakat seperti masalah pendaftaran,
pengelolaan, pemanfaatan, penarikan dan status harta benda wakaf yang berlarut-larut

sehingga menimbulkan sengketa.

® Kompilasi Hukum Islam Pasal 215.



Asas kepemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai
dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari
kepemilikan tersebut. Pengaturan berhubungan dengan harta benda merupakan hal
yang esensial dalam hukum dan kehidupan manusia. Kepemilikan harta benda
menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda
menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.
Kepemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda
hakikatnya milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah
(kepercayaan), yang mengandung arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan
firman Allah dalam Al-Qur*an surat Al-Maidah ayat 120:
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“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di
dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.’

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah
diwakafkan memiliki akibat hukum yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum
yang seterusnya menjadi milik Allah yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga
nadzir sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. Seperti
halnya pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pemakaman, dan tempat
ibadah. Maka sejak diikrarkannya sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari

hak milik wakif dan pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat bagi nadzir

" Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, Juz 7, him. 184.



yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan nadzir tersebut memiliki tanggung jawab
penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan
masyarakat banyak.®

IImu ekonomi Islam telah menguraikan konsep mengenai konsep kepemilikan,
ketika membicarakan kepemilikan harta yang salah satunya adalah tanah. Konsep
kepemilikan dalam Islam kembali pada asasnya. Asas dalam hukum Islam

menjelaskan bahwa tanah adalah milik Allah.® Terdapat dalam Qs. Thaha ayat 6:
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Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di

bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah
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tanah’.

Seiring perkembangan zaman fungsi wakaf semakin luas, timbul tuntutan
adanya sebuah lembaga yang mengurus wakaf secara khusus. Ketika wakaf
dipandang sebagai amal sukarela (voluntary) dan memiliki akses terbatas,
pengelolaanya diserahkan kepada penerima wakaf (mauquf , alaih) atau kepada
orang yang ditunjuk oleh pewakaf (washiy/munaffadz al-washiyah), tetapi setelah
akses wakaf bertambah luas dan timbul permasalahanpermasalahan yang terkait
dengan penyimpangan wakaf, maka pengelolaanya diintervensi oleh pemerintah.
Dengan demikian wakaf yang semula merupakan hukum privat berubah menjadi

hukum publik.

® Departemen Agama RI, Figh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), him. 67-68.
® Jamaluddin Mahasari, Op. Cit., him. 92.

19 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, Juz 16, him. 476.



Perwakafan di Indonesia dipandang sebagai institusi kemaslahatan orang
banyak semenjak jaman kolonial telah diatur oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan,
perwakafan mulai diatur sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, kemudian ditindak
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik. Selanjutnya lahir Inpres No. 1 Tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya
Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir UU No. 31 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan masih melegalkan
institusi wakaf agar memiliki kepastian hukum."*

Dalam kaitannya dengan tanah, Islam mengakui hak manusia untuk memiliki
tanah dan mengekalkan hak atas miliknya itu selama ia hidup. Kepemilikan manusia
atas tanah merupakan kepemilikan nisbi (sementara). Kepemilikan nisbi dibatasi oleh
ruang dan waktu, ada awal dan akhirnya serta dapat dipindahtangankan dari satu
orang ke orang lain, baik melalui transaksi jual beli, waris-mewarisi, hadiah, hibah
dan lain-lain.*?

Secara umum dalam al-Qur“an tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep
wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infag, maka dasar yang
digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada
keumuman ayat-ayat al-Qur*an, diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar

hukum wakaf dalam agama Islam ialah sebagai berikut:

1 Jamaluddin Mahasari, Op. Cit., him. 3.
12 Abu Rokhmad, Reformasi Figh Tanah & Landreform, (Semarang: Absor, 2007), Cet Ke-
1, him. 128.



1. QS. Ali Imran ayat 92:
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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa
saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. 13

2. QS. An Nahl ayat 6:
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Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya
akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan.”™

358 e
V..G...a.-i;?h-ﬁ j

°

&

Dasar Hukum Hadits Abu Hurairoh bahwa Nabi bersabda:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah
-yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan
kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al ‘Ala’ dari Ayahnya dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
"Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah
segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang
bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR
Muslim No. 3084)."

Diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 adalah tentang perwakafan Pasal 62
yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah

untuk mencapai mufakat. Tapi kalau tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan

13 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, him. 49.

14 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, him. 222.

> Muhammad Fuad Abdul Bagi, Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Solo: Al-Andalus,
2014), Cet Ke-1, him. 474,



melalui Mediasi, Arbitrase atau Pengadilan.”’® Dengan adanya UU tersebut
permasalahan sengketa wakaf diharapkan bisa diatasi. Apabila penyelesaian sengketa
melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui Mediasi,
Arbitrase, atau Pengadilan.'’ Maka dengan lahirnya UU No 41 Tahun 2004
Permasalahan Sengketa Wakaf diharapkan bisa diatasi.

Terkait dengan hal tersebut, penulis menemukan fakta di lapangan mengenai
status hukum tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttaqin® di Kampung Batu Beulah
Kragilan Serang, yang tidak terdaftar di badan pertanahan nasional sebagai tanah
wakaf, padahal masjid tersebut berdiri di tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh
wakif yang mewakafkan tanah miliknya seluas 500 m? yang ditujukan untuk
pembangunan masjid. Akan tetapi sampai saat ini ikrar wakafnya belum terdaftar dan
belum memiliki sertifikat wakaf.

Sebenarnya pihak takmir masjid telah mencoba untuk mengurus penfdaftaran
tanah ini,, namun terkendala oleh tidak adanya saksi-saksi dan ahli waris wakif yang
sudah tidak ada dan ada kecenderungan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab, yang mengaku keturunan atau ahki waris wakif. Oleh karena itu,
penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk skripsi.

Adapun judul yang diangkat adalah: PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

WAKAF YANG TIDAKTERDAFTAR SETELAH ERA

16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 62, ayat (2).
7" http:/iwww.assalammadani.or.id/2016/06/bagaimana-hukumnyajika-wakaf ~dengan.html,
kutipan hari kamis, 4 Mei 2017, pukul 08.31.
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PENDAFTARAN TANAH WAKAF (Studi Kasus Di Masjid Jami’ Baitul

Muttaqgin Kampung Batu Beulah Desa Sukajadi).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Mengapa Perwakafan Masjid Jami’ Baitul Muttaqin™ Di Kampung Batu
Beulah Kragilan Terjadi Sengketa?
2. Bagaimana Status Hukum Tanah Wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttaqin“ Di

Kampung Batu Beulah Kragilan Serang yang belum terdaftar?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui penyebab sengketa tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul
Muttaqin® di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang.
b. Untuk mengetahui status hukum tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul
Muttagin di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang.
2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh solusi
dari permasalahan tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttagin di Kampung

Batu Beulah Kragilan Serang.
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D. Telaah Pustaka

Penulisan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan terkait status
harta tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttaqin® di Kampung Batu Beulah Kragilan
Serang. Berdasarkan kajian yang telah penulis temukan baik di skripsi-skripsi, buku-
buku maupun jurnal-jurnal, belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Demi
menunjang penulisan skripsi ini, maka penulis menemukan beberapa literatur sebagai
berikut:

1. Skripsi karya Nur Khayatun Nufus dengan judul Perubahan Status Harta
Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 40),
membahas mengenai harta benda wakaf berdasarkan Pasal 40 Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 suatu harta benda yang telah diwakafkan
dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c¢) dihibahkan, d) dijual, e)
diwariskan, f) ditukar, g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Namun penyimpangan dari Pasal 40 huruf (f) Undang-Undang No. 41 Tahun
2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari“ah. Perubahan
sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya

ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula,
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dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan
Badan Wakaf Indonesia."®

2. Skripsi karya Agus Eko Setya Wibowo (05380025) yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah
Wakaf Masjid At-Taqwa, Desa Kutowinangun Kabupaten
Kebumen) membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan nazir dalam
mengembalikan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tinjauan hukum Islam terhadap kasus hilangnya status tanah wakaf masjid
At-Tagwa dalam peralihan hak atas tanah wakaf sebaiknya melalui proses
dan prosedur yang berlaku menurut peraturan perundang-
undangan. Tanah wakaf sebaiknya tidak ditelantarkan oleh tim pengurus dan
pengelola tanah wakaf selaku nazir, sehingga pihak SMPN 1 Kutowinangun
tidak berinisiatif meminjam dan seterusnya disertifikasi."

3. Skripsi karya Ahmad Firmansyah (106044101381) yang berjudul Hukum
Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istigomah Wa Hayatuddin
Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat) membahas
tentang faktor penyebab dilakukan ruslaigh tanah wakaf pada masjid Al-

Istigomah dan Mushola Hayatuddin yang pertama adalah karena adanya

'8 Library.Walisongo.Ac.ld/Digilib/Download.Php?1d=21789, dikutip pada tanggal 20 Maret
2017, pukul 15.00 WIB.
19 Digilib.Uinsuka.Ac.1d/15788/.../.BAB%201%2C%20V%2C%20DAF TAR%20Pustaka,
dikutip pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 15.05 WIB.
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RUTR kota wilayah tersebut, dan yang kedua adalah upaya penyelamatan
terhadap aset wakaf agar tidak hilang.”

4. Skripsi karya Edy Purnomo (2102130) yang berjudul Resolusi Penyelesaian
Sengketa Wakaf di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendal membahas
mengenai tinjauan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa wakaf di
KUA Kabupaten Kendal.**

5. Skripsi karya Sarif Hidayah yang berjudul Efektifitas Pengawasan KUA
Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Ngaliyan). Skripsi ini mengkaji bagaimana efektifitas pengawasan KUA
dalam memperbaiki tata kelola benda wakaf guna menghindari sengketa yang
terjadi.??

6. Skripsi karya Nailul Imdad (2104040) yang berjudul Problematika Tanah
Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Serang (Studi Kasus Tentang Status
Hukum Tanah Wakaf Di Kampung Gugitan, Sarirejo, Serang Timur)
membahas tentang problematika tanah bondo masjid agung BKM kota
Serang dan proses serta alasan hukum penguasaan atas tanah wakaf bondo
masjid agung BKM. Adanya penguasaan tanah wakaf bondo masjid agung

Serang oleh warga gugitan dikarenakan kurang dan lemahnya pengawasan

% Repository.Uinjkt.Ac.ld/Dspace/Bitstream/.../1/AHMAD%20FIRM  ANSY AH-FSH.Pdf,
dikutip pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 15.10 WIB.

2! Skripsi karya Edy Purnomo yang berjudul Resolusi Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kantor
Urusan Agama Kabupaten Kendal

22 Skripsi karya Sarif Hidayah yang berjudul Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap
Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan
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dan pengelolaan terhadap tanah wakaf tersebut sehingga membuka peluang
warga untuk menguasainya, disamping itu adanya perbedaan penafsiran
terhadap surat kuasa yang diberikan kepada salah seorang warga yang
menjadi pemicu penguasaan tanah tersebut.  Adanya penguasaan tanah
tersebut oleh warga yang secara jelas merubah fungsi dari tujuan wakaf itu
sendiri sudah jelas merupakan perbuatan pelanggaran hukum dikarenakan
tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berubahnya status hukum tanah
wakaf bondo masjid agung BKM kota Serang menjadi tanah negara dan
terbitnya sertifikat hak guna bangunan atas nama warga disebabkan
minimnya pengetahuan warga tentang berbagai ketentuan mengenai
perwakafan tanah sebagaimana yang diatur dalam hukum positif maupun
hukum Islam. Dan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga
menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. BKM sebagai nazir
hendaknya mempercepat langkah-langkah pencegahan seperti pengukuran,
dan pensertifikatan ulang terhadap tanah-tanah wakaf tersebut sehingga
mempersempit adanya peluang penyerobotan tanah wakaf oleh warga atau
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.?®

7. Jurnal Al-Ahkam Volume 22 Nomor 1 April 2012, karya Uswatun Hasanah
dengan judul “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”

hasil penelitiannya adalah perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan,

28 Skripsi karya Nailul Imdad yang berjudul Problematika Tanah Wakaf Bondo Masjid
Agung BKM Kota Semarang (Studi Kasus Tentang Status Hukum Tanah Wakaf Di Kampung Gugitan,
Sarirejo, Semarang Timur)
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karena walaupun peraturan perundang-undangannya sudah cukup bagus,
namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena
itu, supaya peraturan perundangundangan tentang wakaf dan pengelolaan
wakaf secara produktif oleh para nazir dapat berjalan dengan baik dan benar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pengawasan harus dilakukan
oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan
masyarakat dapat meminta jasa akuntan publik independen. Dengan
pengawasan yang ketat dan baik diharapkan harta wakaf di Indonesia dapat
dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk
memperdayakan masyarakat.*

. Jurnal Justisia Islamica (ISSN 1693-5926) karya Miftahul Huda dengan judul
“Model Manajemen Pundraising Wakaf Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah
(YDSF) Surabaya’ hasil penelitiannya adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah
(YDSF) Surabaya menggunakan manajemen fundraising wakaf dengan
mengembangkan model resource fundraising seperti metode penggalangan
dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak
langsung model grant fundraising dengan metode penguatan program

pemberdayaan pada penyaluran wakaf. Sedangkan dalam pengembangan

2 Jurnal Al-Ahkam Volume 22 Nomor 1 April 2012, karya Uswatun Hasanah dengan judul

“Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif™
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model asset fundraising (produktifitas aset) dan in-kind wakaf, YDSF belum
dapat mengembangkannya sehingga YSDF termasuk nazir wakaf yang
masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung atau konsumtif.?®
Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah
penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai perwakafan yang berfokus dari
penelitian yang bermacam-macam seperti halnya dijelaskan permasalahan mengenai
pendaftaran, pensertifikatan, pengawasan, penarikan kembali, perubahan,
penyelesaian perselisihan terhadap benda wakaf serta kaitannya dengan hukum
Islam. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas sengketa tanah Masjid Jami’
Baitul Muttagin di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang tentang status tanah
wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttaqin® yang menyebabkan tanah wakaf tersebut tidak

bisa mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Serta untuk memperoleh jalan keluar dari

permasalahan sengketa wakaf yang telah terjadi beberapa tahun terakhir.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang akan dibutuhkan untuk segala
sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman
penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah salah
satu cara jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

% Jurnal Justisia Islamica (ISSN 1693-5926) karya Miftahul Huda dengan judul “Model
Manajemen Pundraising Wakaf Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya”
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1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Field Research yaitu data berdasarkan
hasil observasi dan interview di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang, mengenai
fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.
2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai
informasi yang dicari.”® Data primer yang penulis dapatkan dari Ta“mir
Masjid Jami’ Baitul Muttaqin®, KUA Kragilan, wakif dan warga sekitar.

b. Data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak
bersifat otentik karena diperoleh dari sumber data kedua atau ketiga yaitu
berupa literatur pendukung. Data sekunder tentang penelitian ini adalah
menyangkut buku-buku yang menyangkut perwakafan. Seperti buku karya
Jamaluddin Mahasari yang berjudul Pertanahan Dalam Hukum Islam.
Buku karya Satria Effendi M. Zein yang berjudul Problematika Hukum
Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan
Ushuliyah. Buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Perdata Islam
Di Indonesia. Buku karya Achmad Arief Budiman yang berjudul Hukum

Wakaf  Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan. Buku karya

% saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet Ke-4, him.
91.
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Departemen Agama RI yang berjudul Figh Wakaf. Buku karya Abu
Rokhmat yang berjudul Reformasi Figh Tanah & Landreform.
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi adalah penelusuran dokumen-dokumen tertulis, untuk
memperoleh data, seperti surat-surat, arsip, dan lain-lain.

b. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan
menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek
penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap
pengurus takmir Masjid Jami’ Baitul Muttaqin®, Wakif Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kragilan, dan Badan Pertanahan Nasional Kota
Serang.

c. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam?’
untuk mengetahui dalam hal ini faktor penyebab tidak jelasnya status
hukum tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttaqin™ dan respon warga di
Kampung Batu Beulah Kragilan Serang terhadap permasalahan tersebut.

4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisa data pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data yang

2" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), him. 221.
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diperoleh dan disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi
yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta

tersebut.?®

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan
skripsi ini, maka penulis membagi dalam V bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua mengenai perwakafan dalam hukum Islam. Bab ini meliputi:
pengertian dan dasar hukum perwakafan, syarat dan hukum perwakafan, tujuan dan
manfaat perwakafan, macammacam perwakafan dan status harta benda wakaf
menurut hukum Islam dan hukum positif. Serta mekanisme pendaftaran dan
perolehan status harta benda wakaf.

Bab Ketiga mengenai gambaran ilmu perwakafan mushola Masjid Jami’ Baitul
Muttagin di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang. Bab ini meliputi: gambaran
umum Masjid Jami’ Baitul Muttaqin®, latar belakang, perwakafan tanah Masjid Jami’
Baitul Muttaqin™ dan faktor penyebab sengketa luas tanah wakaf Masjid Jami’ Baitul

Muttaqin®.

%8 p, Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991), him. 106.
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Bab Keempat mengenai analisis terhadap sengketa perwakafan Masjid Jami’
Baitul Muttaqgin® di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang, dan status hukum tanah
wakaf Masjid Jami’ Baitul Muttaqin® di Kampung Batu Beulah Kragilan Serang.

Bab Kelima bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari
semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran.
Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah
dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang
telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis

sampaikan kepada pembaca secara umum.



